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KEMENTERIAN SOSIAL. Bencana. Penanggulangan.
Taruna Siaga.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
TARUNA SIAGA BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu
disusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;

bahwa untuk mendukung pelaksanaan
perlindungan sosial dalam penanggulangan bencana
diperlukan adanya Taruna Siaga Bencana,;

bahwa untuk mewujudkan profesionalitas dalam
pelaksanaan penanggulangan bencana, perlu
meningkatkan kuantitas dan kualitas Taruna Siaga
Bencana serta pembagian kewenangan antara
Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang
Taruna Siaga Bencana;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pembinaan dan Pengawasan  atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4584);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5294);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
jilid 11;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara yang telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 127);


http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.1240 4

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007,

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

18. Keputusan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009
tentang Indikator Kinerja Pembangunan
Kesejahteraan Sosial;

19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010
tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TARUNA

SIAGA BENCANA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya disebut TAGANA adalah
relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial
berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam
penanggulangan bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk
mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
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5. Nomor Induk Anggota TAGANA yang selanjutnya disingkat NIAT adalah
identitas seseorang menjadi TAGANA yang diberikan oleh Direktorat
Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.

Pasal 2

TAGANA ditetapkan dengan maksud membantu Pemerintah dan
pemerintah daerah untuk perlindungan sosial dalam penanggulangan
bencana.

Pasal 3

TAGANA bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
penanggulangan bencana.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur mengenai tugas dan fungsi,
keanggotaan, hak dan kewajiban, penghargaan dan sanksi, pengendalian
pemberdayaan dan pengerahan TAGANA, kewenangan, pendanaan,
monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, dan pelaporan.

BAB I
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

TAGANA mempunyai tugas membantu Pemerintah dan pemerintah daerah
dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik pada saat
prabencana, saat tanggap darurat maupun saat pascabencana serta tugas-
tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan
penanggulangan bencana.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
TAGANA mempunyai fungsi pada saat :

a. prabencana;
b. tanggap darurat; dan
c. pascabencana.
Pasal 7
Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
a. pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
c. pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana;
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